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12. Jenis Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Tugas
Pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

No Komponen Uraian j
1 2 3 |
| 1, | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

199G  wntang Penyelenggaraan |
Negara yang Bersih dan Bebas dari |
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999  tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana

| telah diubah dengan  Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;

4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

S. Undang-Undang Nomer 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimai ;

B. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar
Pelavanan ;

9.  Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik ;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Informasi Pelayan |

| 11. Peraturan Menteri Pen

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman  Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik ;




2 | 3

12, Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tehun
2017 tentang Pedoman Penilsian
Kinerja untuk Penyvelenggaraan
Pelayanan Publik ;

13. Kepumusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negars Nomor ,

| KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang

| Pedoman Umum Penyelenggaraan
| Pelayanan Publik ;

14. Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah déngan Peraturan Daerah

Kota Madiun Nomor 5 Tahun
2019 ;

Persyaratan pelayanan | 1, Surat permobionan Tugas
Pendampingan Lembaga

Kesejahteraan Sesial Anak kepada

Kepala Dinas Sesial, Pemberdayvaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak ;

Profi] Panti ;

Fotokopt lzin ;

Fotokopi Akta Notaris pendirian

Orsos/Yayasan (legalisir)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
pengurus dilampiri dengan susunan
pengurus lengkap |

SN

6. AD/ART Orsos/Yayasan ,

7. NPWP Orsos/Yayasan ;

8. Uraian Sumber dana dan Modal
kerja untuk pelaksanaan kegiatan ,

9. Profil Orsos/Yavasan ; dan

1G. Surat Keterangan domisili darn

Kelurahan sstempat,

!

Sistem, mekanisme
dan prosedur pemohon datang langsung dengan

membawa persyaratan atau dapat
diwakilkan dengan membaws surat |

pencrimaan dan verifikasi berkas
permchonan

l..-
-

wWawancara ;|

Pericatatan =
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dan Perlindungan Anak

Pelaporan
4.  Jangka wakru | 1 (satu) jam
penvelesalan
5. | Biaya/tarif tanpa dipungut biava
6. | Produk lavanan Surat Perintah Tugas Pendampingan
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
7. |Sarana, prasarana, | Ruang SLRT beserta Kelengkapannya,
dan /atau fasilitas Komputer beserta Kelengkapannva, Alat
Tulis Kantor
8. | Kompetensi pelaksana | dapat mengoperasikan
komputer/aplikasi, rama dan, empati
9. | Pengawasan internal | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Bidang Rehabilitasi Sosal, Perlindungan
L Perempuan dan Hak Anak
10, | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muka
pengaduan, saran dan | 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (0351) 465611
4. Fax (0351) 473737 |
5. Laman |
http:/ /www.dinsos.madiunkota.go.id
6. Email |
dipsosploa kotamadiun@gmail com |
7. Instagram @dinsospppa_kotamadiun
8. Faccbook
| hittps/ fwsew facebook com /diras sosial 08
11, | Jumlah pelaksana 3 orang
12, | Jaminan pelayanan Maklumat Pelayansn
13. |Jaminan  keamangan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
dan keselamatan | Keamanan Data
pelayanan
14. | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
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13. Jenils Pelayanan : Peneorbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Gratis

Berhadiah

No

Komponen

Uraian

1

2

8

Dasar Hukum

1103

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999  tenang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kohusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 wntang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nemor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tehun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Menteri Pendsyagunaan
Aparaiur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tehun 2014
tentang Pedoman Standar
Pelayanan ;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahunm 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik ;

Peraturan Menteri Pendavaguriaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Informasi Pelayanan ;
Peraturan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman  Peényusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik ;
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2 3

12. Peraturan Meriteri Pendavagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk Penvelenggaraan
Pelayanan Publik ;

13. Keputusan Menteri Pendayagunasn
Aparatur Negara Nemor :
KEP/63/M.PAN/T /2003 lentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelavanan Publik |

14, Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 5 Tahun
2019 ;

Persyaratan pelayanan | a.  Orsos/Yayasan Berbadan Hukum :
I.  Fotokopi Akta Notaris pendirian
Orsos/Yayasan (legalisir) ;
2. Fotocopy Surat Izin Usaha ;
3. Fotocopy Tanda Daftar
Perusahaan |
4. Fotocopy NFWP ;
5. Daftar Hadiah dilampiri bukti
pembelian/ pengadaan ;
6, Contoh Iklan/Pramosi ;
b.  Orsos/Yayusan tidak Berh&dan

Hukum :

1. Fotokopi Akta Notaris pendinan
Orsos/Yayasan (legalisir) ;

2. Daftar Hadiah dilampiri bukti
pembelian/ pengadaan |

3. Contoh Iklan/Promosi ;

Sistem, mekanisme

dan prosedur pemohon datang langsurig dengsn

membawa pérsyaralan atau dapat

ﬂnkﬂkﬂn dengan membawa surat
sa

penerimaan dan verifikasi berkas
permohonan |

wWawancara |
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Pencatatan
Pelaporan
4, | Jangka waktu | 2 (dua) jam
penvelesaian
5. | Biaya/tanf tanpa dipungut biaya
fr. | Produk lavanan Rekomendasi Izin  Undian Gratis
| Berhadiah
7. | Sarana, prasarana, | Ruangan  beserta  Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beseria Kelengkapannya, Alat
Tulis Kantor
1 2 3 |
8. | Kompetensi pelaksana | dapat mengoperasikan aplikasi, ramah,
(diisi latar belakang | empati,
keahlian, ketrampilan
dan/atau pendidikan |
yang harus dimiliki
pelaksana/ petugas
__| layanan)
9. | Pengawasan internal Monitering dan Evaluasi cleh Kepala
Bidang Perlindungan, Pemberdayaan
Sosial dan Fakir Miskin
10. | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muka di Ruang
pengaduan, saran dan SLRT
masukan 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon {0351) 465611
4. Fay (0351) 473737
5. Laman
http:/ fwww.dinsos madiunkota. go. id
6. Email
clirzsospia kotamadiungomael.com
7. Instagram @dinsospppa_kotamadiun
8. Facebook
It woww faocbookc oo /cines. sosal 500
11, | Jumlah pelaksana 3 orang
12, | Jaminan pelayanan Maklumat Pelayanan
13. | Jaminan  keamanan | Tenaga Keamanan, Appar. Sistem
dan keselamatan | Keamanan Data
pelayanan
14_ | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
pelaksana Dinas Sosial, Pemberdavaan Perempuan

dan Perlindungan Anak




5%

14, Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan
Sumbangan dipergunakean didalam Wilayah Kota

_No Komponen Uraian
1 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999  tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dart
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999  tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-

| Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2016 ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun |
2008 tentang Keterbukaan |
Informasi Publik ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun |
2009 tentang Pelayanan Publik ;

6. Perdaturan Pemerintah Nomor 96
Tehun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;

7. Peraturan Pemerintalh Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi |
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar
Pelayanan |

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tshun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayansn
Publik ;

10. Peraturan Menterl Pendayagunaan
Apararnur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenpgaraan
Sistem Informasi Pelayanan ;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman  Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakatl Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik ;

|




-

12. Peraturan Menten Pendavagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja wuntuk Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nornor :
KEP/63/M.PAN/7/2003  tentang
Pedoman Umum Penyelenggarsan
Pelayanan Publik ;

14, Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Madiun Nomor 5 Tahun
2019 ;
Persyaratan pelayanan | a. Orsos/Yavasan tidak Berbadan

Hukum :

1. Fotokopi Akta Notaris pendinan
Orsos/Yayasan (legalisir);

2. AD/ART Orsos/Yayasan ;

3. NPWP Orsos/Yavasan ;

4. Program Kegiatan ;

5. Orsos/Yavasan sudah terdaftar
di P2T Provinsi Jawa Timur ;

6. telah melaksanakan kegiatan di |

Bidang Kescjahteraan Sosial
paling sedikit 1{satu) mhun ;

b. Orsos/Yayasan Berbadan Hukum :
1. Fotokopi Akta Notaris pendirian
Orsos/Yayasan (legalisir);

2. AD/ART Orsos/Yavasan ;

3. NPWP Orsos/Yayasan ;

4.  Program Kegiatan ;

5. Forokopi Kartu Tanda
Penduduk pengurus dilampiri
dengan susunan pengurus
lengkap .

6. Surat Keterangan Domisih
Kepanitiaan dart  Kecamatan
setempat ; dan

7. Surat Keterangan Catatan

Kepolisian.
Sistem, mekanisme
dian proscdur pemohon datang langsung dengan
membawa persyaratan atau dapat
mnhtkan dengan membawa surat
sa

penerimaan dan verifikasi berkas
permohonan ;
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wawancara ;
Pencatatan
Pelaporan
l
1 2 3 |
4, Jangka waktu | 1 (satu) Hari
penyelesaian
5. | Biava/tarif tanpa dipungut biaya
6. | Produk lavanan Rekomendasi lzin Pengumpulan
Sumbangan  dipergunakan  didalam
Wilayah Kota Madiun |
7. | Barana, prasarana, Ruangan beserta Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelengkapannya, Alat
Tulis Kantor
8. | Kompelensi pelaksana | dapat — mengoperasikan komputer/
= aplikasi, ramah dan empati
9. | Pengawasan internal | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala |
Bidang Perlindungan, Pemberdayaan
Sosial dan Fakir Miskin
10. | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muka
pengaduan, saran dan | 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan Kota Madiun Kode Pos 53131
3. Telepon [0351) 465611
4. Fax (0351) 473737
5. Laman
http!/ /www.dinsos.madiunkota.go.id
6. Email
dinsgspla kotamadiunggmail com
7. Instagram @dinsospppa_kotamadiun
8. Faccbook
httpe / Sovwwe fioebonk oom felnas el SO0
11. | Jumlah pelaksana 3 orang
12, | Jaminan pelavanan Maklumat Pelavanan
13, |Jaminan  keamanan | tersedianya Tenaga Keamanan, Appar,
dan keselamatan | Sistem Keamanan Data
pelayanan
14, | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepals
pelaksana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak
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15. Jenis Pelayanan : Penerbitan BSurat Rekomendasi Usulan Gelar
Perintis Kemerdekaan

No

Komponen

Uraian

1

2

1.

Dasar Hukum

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubsh dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektrorak sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelavanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedomain Standar
Pelayanan ;

Peraturan Meniteri Pendsyagunaan
Aparatur Negarm dan Reformasi
Hirokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reflormasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyvelenggaraan
Sistem Informasi Pelavan ;
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang  Pedoman  Penyusuhan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelavanan Publik ;
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2 3

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja wuntuk Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

13. Keputusan Menteri Pendayagunasan
Aparatur Negara Nomaor :
KEP/63/M.PAN/T/2003 tentang
Pedoman Umum Penvelenggaraan
Pelayanan Pubilik ;

14. Peraturan Dacrah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 5 Tahun
2019 ;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
Fotokopi Kartu Keluarga,

Surat Pengantar Dan Kelurahan;
Riwayat Hidup Dan Perjuangan
Calon Pahlawan Nasional;

Biografi Calon Pahlawan Yang
Dhasulkan;

Seminar Usulan Calon Pahlawan;
Dokumen Pendukung Calon
Pahlawan;

8. Biodata Lengkap Calon Pahiawan;

1. Seluruh dokumen /data
dimasukkan ke dalam CD dalam
bentuk softcopy.

Persyaratan pelayanan

o -

o

e

Sistem, mekanisme
dan prosedur

pemohon datang langsung dengan
membawa persyaratan atau dapat
diwakilkan dengan membawa surar
kKumsa

penerimaan dan verifikasi berkas
permohonan :




Pencatatan T
Pelapormn
4. | Jangka waktu | 1 (satu) hari
penyelesaian 1
5. | Biaya/tarif mnpa dipungut biaya '
6. | Produk layanan Rekomendasi  Usulah Gelar Perintis
Kemerdekaan .
7. | Sarana, prasarana, Ruangan beserta  Kelengkapannya.
dan/atau fasifitas Komputer beserta Kelengkapannya, Alat
| Tulis Kantor '
8. | Kompetensi pelaksana | dapat mengoperasikan
komputer/aplikasi, ramah dan empati
1 2 3
9. | Pengawasan internal | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Bidang Perlindungan, Pemberdayaan
Sosial dan Fakir Miskin
10. | Penanganan 1. Pelavanan Tatap Muka
pengaduan, saran dan | 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (0351) 465611
4. Fax (0351) 473737/(0351) 4472019
5. Website
hitp:/ / www dinsos.madiunkota. go.id
Email
dinsgsnda kotamadiunggmmail.com
6. Instagram @dinsospppa_kotamadiun
7. Facebook
hitrpes/ foww faocboole com/ dineis sosial 500
|11, [ Jumlah pelaksana 3 orang
12, | Jaminan pelayanan Maklumat Pelayvanan ]
13. | Jaminan  keamanan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
dan kesclamatan | Keamanan Data
pelayanan
14. | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
pelaksana ' Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak
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16. Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Rekomendasi Gelar Pahlawan

Uraian

1

Knngoun
2

1.

Dasar Hukum

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun |
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
19949 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Naomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nemor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elcktronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomeor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelavanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Menterd Pendayagunaan
Aparamur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar
Pelayanan ;

Peraturan Menteri Pendayagunasn
Aparatur Negars dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelengearaan
Sistemn Informasi Pelayan ;
Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang  Pedoman  Penyusunan |
Survel Kepussan Masyarakat Unit |
Penyelenggara Pelayanan Publik ; J




l

12.

13.

14,

Peraturan Mentenn Pendavagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk Penyelenggaraan
Pelayanan Publik |

Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor :
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Peraturan Dacrah Kotz Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Rota Madiun Nomor § Tahun
2019 ;

Persyaratan pelayvanan

da Cd WD -

o

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
Fotokopi Kartu Keluarga;

Surat Pengantar Dari Kelurahan;
Riwayat Hidup Dan Perjuangan
Calon Pahlawan Nasicnal;

Biografi Calon Pahlawan Yang
Diusulkan;

Semiunar Usulan Calon Pahlawan;
Dokumen Pendukung Calon
Pahlawan;

Biodata Lengkap Ahli Waris Calan
Pahlawan,

Seluruh dokumen /data
dimasukkan ke dalam CD dalam
bentuk softcopy |

Sistem, mekanisme
dan prosedur

pemohon datang langsung dengan
membawa persyaratan atau dapat
diwakilkan dengan membawa surat

Kuasa
1 §

penerimaan dan verifikasi berkas
parmohonan ;

Pencatatan

Peluporan
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4. |Jangka waktu | 3 (tiga) jam
penyelesaian |
5. | Biaya/taril tanpa dipungut biaya
6. | Produk layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Gelar
Pahlawan
7. | Sarana, prasarana, | Ruangan  beserta  Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelengkapannya, Alat
Tulis Kantor
8. | Kompetensi pelaksana | dapat mengoperasikan
komputer faplikasi, ramah dan empati
1 2 3
9. | Pengawasan internal | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Monitoring dan Evaluasi olch Kepala
Bidang Perlindungan, Pemberdayaan
| Sosial dan Fakir Miskin
10. | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muka
pengaduan, saran dan | 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan ' Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (0351) 465611
4. Fax (0351) 473737
6. laman
http: / /www dinsos. madiunkota.go.id
7. Email
dinsospls kotamadiundgmail.com
8. Instagram @dinsospppa_kotamadiun
9. Facebook
puaps: /ww Swohook oo/ s sosial
11. | Jumlah pelaksana 3 grang
12. Jaminan pelayanan Malldumat Pelayanan
13, | Jaminan keamanan Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
dan keselamatan | Keamanan Dara
pelayanan -
14. | Evaluasi kinea | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
pelaksana Dinas Sosial, Pemberdaysan Perempuan

dan Perlindungan Anak

17. Jenis Pelayanan : Lembaga Konsultasi Kesejahternan Keluarga




' No

Uraian

3

Dasar Hukum

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

. Undang-Undang Nomeor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nornor 10 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomer 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keusangan
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2012 tentang Penyelenggarasn
Kesejahteraar Sosial;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25
Tahun 2017 tentang Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

. Peramuwran Daerah nomor 6 Tahun

2017 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Persvaratan pelayanan

=I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;




3. | Sistem, mekanisme : .
dan prosedur pemohon datang langsung dengan
membawa persyaratan atau dapat
diwakilkan dengan membaws surat
Kuasa
penerimaan dan verifikasi berkas
permohonan ;
wawancara
Foto dokumentasi ;
Pencatatan
Pelaporun
4. |Jangka waktu | Disesuaikan dengan permasalahan yang
penyelesaian dialami |
5. | Biaya/tarif tanpa dipungut biaya
6. | Produk layanan Menyclesaikan Masalah dalam Keluarga
7. | Sarana, prasarana, | Ruangan  beserta  Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelengkapannya, Alat
| Tulis Kantor
8. | Kompetensi pelaksana  Dapat mengoperasikan
: . komputer/aplikasi, ramah dan empati
{ 2 3 ]
9. | Pengawasaninternal | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala

Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan
Pengeloaan TMP
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10. | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muka
pengaduan, saran dan |2, Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan Kota Meadiun Kode Pos 6313)
3. Telepon (0351) 465611
4. Fax (0351) 473737
5. laman
http:/ /www.dinsos.madiunkota.go.id
6. Email
 dinsospda kotamadiunGgmail.com
7. Instagram i@dinsospppa_kotamadiun
B. Facebook
hitps: / 7 www frtaok.oom/dibinssosnl 500 |
11. | Jumlah pelaksana 3 orang
12. | Jaminan pelayanan Makiumat Pelavanan |
13. |Jaminan  keamanan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem |
dan keselamatan | Keamanan Data
pelavanan -
14. | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
pelaksana Dinas Sesial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

18, Jenis Pelayanan :Pelayanan Pengusulan KIS PBIN

No

Uraian

1

lnrmxnnnn
2

1.

Desar Hukbum

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999  tentang  Penyvelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah  dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
| Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14  Tahun
2008 wentang Keterbukaan Informiasi
Pubilik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanann
Undang-Undang Nomeor 25 Tahun
20089 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
| Pelayanan Minimal ;
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10Q.

12

13,

14.

Peraturan Mentenn Pendayagunaan
Aparatur Negara dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tshun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Ilnovasi Pelayanan
Publil ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Informasi Pelayan ;

Peraturan Menten Pendavagunaan

Aparatur  Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomwor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik |
Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untak  Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Keputusan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara Nomor -
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Peraturan Dacrah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelavanan Publik sebageimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor & Tahun 2019;

!

Persyaratan pelayanan

2 (dua) Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk ;

2 (dua) Fotokopi Kartu Kehiarga ; dan
Sudah masuk dalam DTKS,

3.

| Sistem, mekanisme dan

prosedur

pemohion datang langsung dengan
membawa persvaratan atau dapat
diwakilkan dengan membawa surat

kuasa

e

penerimaan berkas oleh petugns

>




verifikasi berkas
pengusulan
|
: ¢
pencatatan pelaporan
v A it
pengesahan
|
4. | Jangka waktu « 30 (uga puluh) menit unmk
penyelesaian pendaftaran,
¥ Untuk penerbitan SK dari Kemensos
kurang lebih 2 bulan.
5. | Biaya/ tarif tanpa dipungut biaya
6. | Produk layanan Surat Pengantar Pengusulan KIS PBIN
7. | Sarana, prasarana, | Ruang SLRT beserta Kelengkapannya, |
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelengkapannya, Alat
Tulis Kantor !
8. | Kompetensi pelaksana | dapat mengoperasikan |
komputer/aplikasi, ramah dan empati _J
9. | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala |
Bidang Perlindungan, Pemberdayaan
_ Sosial dan Fakir Miskin
10. | Penanganan l. Pelayanan Tatap Muka di Ruang SLRT
pengaduan, saran dan | 2, Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (0351) 465611
4. Fax (0351) 473737/ (0351) 4472019
5. Website
http: / /www.dinsos. madiunkota.go.id
6. Email
dinsosp3a kotamadiung@gmail.com
11, | Jumlah pclaksana 3 orang
12. | Jaminan pelayanan Maklumat Pelayanan
13. | Jaminan keamanan dan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
keselamatan pelayanan | Keamanan Data
14, |Evaluasi  kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepals Dinas
pelaksana Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak
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19. Jenis Pelayanan : Pelayanan Reaktifasi KIS PBIN

No
——

Komponen

Uraian

1

3 1

| IS

Dasar Hukum

10.

11,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999  tentang  Penyelengearaan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nemor 31 Tahun
1999 wntang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elcktronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukagn Informasi
Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelavanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan  Pemerintah  Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ; |
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomior 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik |

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penvelenggaraan
Sistem Informasi Pelayan ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Urirt
Penyelenggara Pelavanan Publik ;
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomeor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk Penvelenggaraan
Pelayanan Publik |

13. Keputusan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara Nomor
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik |

14, Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelavanan Publik sebagaimana telah
diubeh dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 3  Tahun 2019

Persyaratan pelayanan | 1. 2 |(dua) Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk ;

2. 2 (dua) Fotokopi Kartu Keluargs ;
dan

3. Sudah menjadi peserta PBIN/DTKS,

Smem:irmc_kamm dan X e —

prtaed membawa persyaratan atau dapat

diwakilkan dengan membawa surat
kuasa

Ll

penerimasn berkas

L

verifikasi berkas

pengusiulan

pencatatan dan pelaporan

L
pengesahan
4. | Jangka waktu | 1 (satw) hari jadi
penyelesaian
|5, | Biaya/tarif tanpa dipungut biava
©. | Produk layanan Surat Pengantar Penonaktifan KIS PBIN
7. | Sarana, prasarana, | Ruang SLRT beserta Kelengkapannva,
dan/atau fasilitas Komptter beserta Kelengkapannya, Alat
Tulis Kantor |
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&, | Kempetensi pelaksana | Dapat mengoperasikan
komputer/aplikasi, ramah dan empati
9, | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi olelh Kepala
Bidang Perlindungan, Pemberdayaan
Sosial dan Fakir Miskin
10. | Penanganan 1. Pelavanan Tatap Muka di Ruang SLRT
pengaduan, saran dan | 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukarn Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (035]) 465611
4. Fax (0351) 473737/ (0351) 4472019
5. Website
http:/ /www dinsos. madiunkota.go.id
6. Email
dinsosp3a.kotamadiun@gmail.com
11.  Jumiah pelaksana 3 orang
12. | Jaminan pelayanan Maklumat Pelayanan
13. | Jaminan keamanan dan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
keselamatan pelayanan | Keamanan Data
14. | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas
pelaksana Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Furlinduugan Anak
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20. Jenis Pelayanan : Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia
Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah

 No Komponen Uraian
1 2 a
1. | Pasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999  tentang  Penyelenggaraan
Negara yang Bersilhh dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elekironik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-

4. Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanasan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar

I Pelayanan Minimal |

8. Peraturan Menteri Pendsyagunaan

| Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standsar Pelayanan

9. Peraturan Mentert Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birvkrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovas: Pelayanan
Publik ;

10. Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi |
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistemn Informasi Pelayan ;

1l. Peraturan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik ;
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12, Peraturan Menten Pendayagunsaan
Aparatur Negars Nomeor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk  Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

13. Keputusan Menten Pendayvagunasn
Aparatur Negara Nomor -
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

14, Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor S Tahun 2016

Persyaratan pelavanen | 1. 2 (dua) Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk anggota kcluarga (suami,
istri dan anak) ;

2. 2 (dua) Fotokopi Kartu Keluarga ;

3. 2 (dua) Fotokopi Surat Keterangan
dari Kelurahan ;

4. 2 (dua) Fotokopi KKS (jika ada).

Sistem, mekanisme dan

prosedur pemohon datang langsung dengan

membawa persyaratan atau dapat

diwakilkan dengan membawa surat
ktasa

b
penerimaan dan verifikasi berkas
permohonan
il

wawancars

-

pencatatan

JL

pelaporan

Jangka waktu | 3 (tiga) hari kerja
penyelesaian

Biaya / tarif | tanpa dipungut biaya

Prociuk layanan Surat Rekomendasi Beasiswa

ot 1241 )

Barana, pramarans,  Ruang SLRT beserta Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelengkapannva, Alat
| Tulis Kantor
J

2
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8. | Kompetensi pelaksana | dapat mengoperasikan |
komputer/aplikasi, ramah dan empat -
9, | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan
Pengelolaan TMP
10. | Penanganan I. Pelayvanan Tatap Muka di Ruang SLRT
pengaduan, saran dan | 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan Kota Madiun Kode Pos 63131
| 3. Telepon (0351) 465611
4. Fax (0351) 473737/ (0351) 4472019
5. Website
http:/ /www.dinsos. madiunkota. go.id
6. Email
dinsospda kotamadiuniigmail com
11. | Jumlah pelaksana 3 orang |
12. | Jaminan pelavanan Maklumat Pelayanan !
13, | Jaminan keamanan dan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
keselamatan pelayanan | Keamanan Data I
14. | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas
pelaksana Sosial. Pemberdayvaan Perempuan dan
Perlindungan Anak I

. Jenis Pelayanan : Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan

No

Komponen

Uraian

1

3

1.

Dasar Hulm

BT Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999  tentang  Penyvelenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomeor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubeh dengan Undang-Undang
Nomar 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tabun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomar 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik | E
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7.

10.

11

12,

13,

14.

Peraturan  Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi|
Birokrast Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik ;

Peraturan Menteri Pendayvagunasn
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Informasi Pelayanan ;
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit
Penyvelenggara Pelayanan Publik ;
Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinérja untuk Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Keputusan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara Nomor -
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedoman Umum Penvelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Peraturan Dacrah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 temang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah
Kota Madiun Nomor5S  Tahun 2019

2!

Persyaratan pelayanan

2 (dua) Fotokopi Kartu Tanda
Pendudulk | |
2 {dua) Fotokopi Kartu Keluarga ; |
2 {dua) Fotokopi Surat Keterangan
dari Kelurahan untuk Pengajuan
Data Kemiskinan;

2 (dua) Fowkopi KIS/Bantuan
lainnya ; dan

2 (dua) Fotokopi Form PBDT (form
dari Dinas Sosial, Pemberduvasn
Percmpuan dan Anak);

Foto Rumah Tampak Depan, Dalam,
Dapur Dan Kamar Mandi. [Di Print) |
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3. | Sistem, mekanisme dan _
e pemohon datang langsung dengan
' membawa persyaratan atau dapat
diwakilkan dengan membawa surst
kuasa
penerimaan dan verifikasi berkas
permohonan
<L
wWawancara
4L
pencatatan
pelaporan
4. | Jangka wakiu | v 30 (uga puluh) menit untuk
penyelesaian wawancara/ pelayanan
v  Proses terbit SK MeEnungEy
Kemensos Rl
5. | Biaya/tanf tanpa dipungut biaya
6. | Produk layanan Usulan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial Online melalui SLRT dan SIKS-NG
7. | Sarang; prasarana, | Ruang SLRT beserta Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelengkapannya, Alat
Tulis Kantor
8, | Kompetensi pelaksana | dapat mengoperasikan
komputer/aplikasi, ramah dan empati
9. | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi olelh Kepala
Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan
B Pengelolaan TMP
10. | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muka di Ruang SLRT
pengaduan, saran dan | 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (0351) 465611 _
4. Fax [0351) 473737/ (0351) 4472019
5. Website
http:/ /www dinsos. madiunkota.go.id
6. Email
. _ _ ___dinsosp3a kotamdiun@gmail com
11. | Jumlah pelaksana 3 orang
12, | Jaminan pelayanan Maklumiat Pelayanarn
13. | Jaminan keamanan dan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
keselamatan pe Kearmanan Data
14. | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas
pelaksana Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak
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25.Jenis Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Adopsi Anak

dari Keluarga
No Komponen Uraian
1 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

i0.

11,

1999  tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korups: sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informas)
Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 entang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Menten Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomer 15 Tehun 2014
teritang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Informasi Pelayan |

Peraturan Menteri Pemndayagunaan
Aparatur Negara dédn Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik ;
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13.

4.

Aparatur Negara Nomeor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerjga untuk Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ; _

Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 rentang
Pelavanan Publik schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor5S  Tahun 2019

12. Peraturan Menteri Pendayagunsan |

Persyaratan pelayanan I T.

QeNm 0

B
12.

Surat permohonan rekomendasi
adopsi anak kepada Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak ;

Surat Ketcrangan Keschatan Jiwa
calon tua asuh dari Dokter
Spesialis Jiwa Rumah  Sakit
Pemerintah ;

Surat Keterangan tentang fungsi
organ reproduksi calon orang tua
asuh dri Dokter Spesialis Obstetri
dan Ginekologi Rumah  Sakit
Pemerintah ;

Fotokopi Akte Kelahiran calon orang
tua asuh ;

Fotokopi Akte Kelahiran calon anak
asuly ;

Fotokopi legalisir Surat Nikah ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
Fotokopi Kartu Keluargs ;

Surat Keterangan dari Kelurahan
tentang pekerjaan dan/atau
penghasilan ; _ .
Surat keterangan penghasilan dari
tempat bekerja ;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Surat pernyataan bermaterai 6000
yang menyatakan bahwa :

a. Anak angkat bagi anak yang telah
mampu menyampaikan
pendapatnyz;

Motivasi pengangkatan anak dari
calon orang tua asuh ;

Tidak melakukan dinhrimumni
diantara anak kandung dan anak
angkat ;

Akan memberitahukan asal usul
kepada anak angkat di kemudian
hari

[
i

b.

cl
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e. Calon ormang tua asuh tdak
berhak menjadi wali nikah ;
. Memberikan lubah  sebagian
hartanya ;
13. Surat persetujuan Adopsi  Anak
antara pant asuhan dengan  calon
orang tua asuh;

3, | Sistem, mekanisme dan
prosedur pemohon datang langsung dengan
membawa persyaratan atau dapat
diwakilkan dengan membawa surat
kqua
penerimaan dan verifikasi berkas
permahonan
wawancara
foro dekumentasi
pencatatan
b
pelaporan setahun sekali
4, | Jangka waktu | 1 (satu) hari
lesaian
5. | Biaya/tarif tanpa dipungut biaya
6. | Produk layanan Rekomendasi Adopsi Anak dari Keluarga
7. | Sarana, prasarana, | Ruangan beserta Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelengkapannya, Alat
) _ Tulis Kantor
8. | Kompetensi pelaksana | dapat mengoperasikan
komputer/aplikasi. ramah dan empati,
9, | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan
Pengelolaan TMP
10, | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muka

pengaduan, saran dan
masukan

2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon [0351) 465611
4. Fax (0351) 473737/(0351) 4472019
5, Website
http: / Jwww.dinsos.madiunkota.go.id
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Email dinsosp3a_kotamadiung@email.com

11. | Jumiah pelaksana 2 (dua) orang !
12. | Jaminan pelayanan Maklumat Pelayanan 1
13. | Jaminan keamanan dan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem

keselamatan pelavanan | Keamanan Data
14, | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas
pelaksana Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

26Jenis Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Adopsi Anak

dari Panti Asuhan
No Komponen Uraian
1 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999  tentang  Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 entang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang |

Nomor 20 Tahun 2001 ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektromik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 ; Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan  Informasi
Puhilik ;

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;

6. Peraluran Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negasrm dan Relormasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelavanan
Publik ;

9. Pergturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
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10.

12,

13.

Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Informasi Pelayan ;
Peraturan Menternt Pendavagunsan
Aparatur Negara dan Relormasi
Birokrast Nomor 14 Tshun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survel
Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik ;
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tshun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk  Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor :
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedoman Umum Pényelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Peraturan Daerahh Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 201] tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 5  Tahun 2019

Persyaratan pelayanan

Surat permohonan rekomendasi
adopsi anak kepada Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak ;

Arsip permohonan adopsl anak dari
panti asuhan ;

Surat persetijuan Adopsi Anak
antara panti asuhan dengan calon
orang tua asuh;

Sistem, mekanisme dan
prosedur

pemohon datang langsung dengan

membawa persyaratan atau dapat

diwakilkan dengan membawa surat
kuasa

4l

Penerimaan dan verifikasi berkas
permohonan

il

wawancara

L

foto dokumentasi

4l

pencatatan




pelaporan
4. | Jangka waktu | 1 (satu) hari
penyelesaian
| 5. | Biaya/tarif tanpa dipungut biaya
. 6. | Produk layanan Rekomendasi Adopsi Anak dari Panti
Asuhan
7. | Sarana, prasarana, | Ruangan beserta Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelcngkapannya. Alat
Tulis Karitor
‘8. | Kompetensi pelaksana | dapat mengoperasikan
komputer/aplikasi, ramah dan empati
9, | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan
Penylnlaan TMP
10. | Penanganan Pelayanan Tatap Muka
pengaduan, saran dan ?- Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (0351) 465611
4, Fax (D351) 473737/(0351) 4472019
S, Website
~ http;/ /www.dinsos madiunkota.go.id
6. Email
dinsosp3a kotamadiun@gmail.com
11. | Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
12. | Jaminan pelayanan Maklumat Pelavanan
13. | Jaminan keamanan dan | Tersedianya tenaga Keamanan, Appar,
keselamatan pelavanan | Sistem Keamanan Data
14, | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas
pelaksana Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
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27.Jenis Pelayanan : Program Keluarga Harapan

5.

10.

11.

No Komponen Uraian
1 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999  tentang  Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi schagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008  tentang Informasi dan
Transaksi Elcktronik sebagaimana
telah dinbah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2005 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tenwang Stwandar
Pelaysnan Minimal ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Relormasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayvarian
Publik ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Informasi Pelayan |

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyvusunan Survei
Kepuasan Masyurakat Unst
Penyelenggara Pelayanan Publik ;
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk  Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ; |

13. Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor | Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan ;

14, Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Neguara Nomor :
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

15. Peraturan Daecrah Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 5  Tahun 2019

Persvaratan pelayanan | 1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;

3. Surat Pengantar dan Kelurahban;
Binttm;’rmckanhme clan hon d_mng langaung dengan
prosed membawa persyaratan atau dapat
diwakilkan dengan membawa surat

4L

Penerinm_n dan verifikasi berkas

permohonan
wawancara
|
: |
survey Foto
lapangan dokumentasi
. '
:
pencatatan
4Ll
pelaporan
Jangka waktu | sampai dengan sclesar
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pelaksana

5. | Biaya/warif tanpa dipungut biava
6. | Produk layanan Layanan Keluarga Harapan
7. | Sarana, prasarana, Ruang SLRT beserta Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelengkapannya, Alat
Tulis Kantor
8. | Kompeiensi pelaksana | dapat mengoperasikan
= komputer /aplikasi, ramah dan empati
9, | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan
Pengelolaan TMP
10.  Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muoka di Ruang SLRT
pengaduan, saran dan | 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (0351) 465611
4. Fax(0351) 473737/(0351) 4472019
5. Website
http:/ /www. dinsos. madiunkota. go.il
6. Email
11. | Jumlah pelaksana 5 {lima} orang
12. | Jaminan pelayanan Maklumat Pelayanan
13. | Jaminan keamanan dan | Tenaga Keamanan, Appar, Sistem
keselamatan pelayanan | Keamanan Data
14. | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas

Sosial, Pemberdayaan
Perlindungan Anak

Perempuan dan
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28.Jenis Pelayananan : Santunan Kematian

8,

10.

k.

No Komponen Uraian
1 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 2B Tahun

1999  tentang  Penvelenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 31 Tshun
1999 rentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi schagaimana telah |
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008  tentang Informasi dan
Tiansaksi Elektronik sebagaimana |
telah diubah dengan Undang-Undang |
Nomor 19 Tahun 2016 ; Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang  Keterbukaan  Informasi
Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah  Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelakssnaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 rentang Pelavanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Mentenn Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayvanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelavanan
Puhblik ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistemn Informasi Pelayan ;
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor [4 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masvarakat Unit
Penyeleriggara Pelayanan Publik ;
Peraturan Menteri F::nd&yngwman
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
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12.

13.

14,

15.

2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor :
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedoman Umum Penvelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Peraturan Dacrah Kota Madiun
Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Santunan Kematian
Bagl Masysrakat Kota Madiun ;
Peraturan Walikota Madiun nomor 88
Tahun 2020 tentang Pemunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Santunan Kemuatian
Bagi Masyarakat Kota Madiun ;
Peramuran Walikota Madiun Nomaor 25
Tahun 2021 tentang Perubahan Alas
Peraturan Walikota Madiun Nomor 88
Tahun 2020 rentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Santunan Kematian

Bagi Masyarakat Kota Madiun ;

Persyaratan pelayanan

Memiliki Ahli Waris

1, Surat permchonan kepada
Walikota mengetahui Ketua RT
{asli) ;

Fowokopi akta kematian/surat
keterangan lahir mati ;

Fotokopi KTP-el dan KK ahli
waris (pemohon) ;

Surat pernyataan ahh wans
bermaterai (asli) ;

Akta Kelahiran bagi ahli wans
yang belum memiliki KTP-¢l ;
Fotokopi buku rekening atas
nama ahli waris (pemohon) |

Tidak Memiliki Ahli Waris
1. Surat permohonan  kepada
Walikots mengetahui Kerua RW

;mos 9 M

2

(asli) ;

2. Fowkopt akta kematian/surat
keterangan lahir mati ;

3. Fotokopi KTP-el dan KK Ketua
KT (pemaohon) ;

4, Surat pernyataan tdak memiliki
~ ahli waris bermaterai (asli) ;
5. Fotokopi buku rckening Ketua
RT (pemohon) ;




3, | Sistem, mekanisme dan
proscdur permohonan
DINSOS
verifikasi
berkas [ berkas
engkap Lidak
lengkap
l $
di ajukan kehutatgan
berkas
} e o
lengkap tidalk
persetujuan memenuh|
DINSOS Eyarat
[ J
proscs surat
peccies poolukan
' L
l tidak bisa di
santunan di cairkan
terima ahli
waris
4. |Jangka waktu | 1 (satu) bulan
penyelesaian
5. | Biaya/tarif tanpa dipungut biaya
6. | Produk layanan Pemberian Santunan Kematian
7. |Sarana,  prasarang, | Ruangan beserta Kelengkapannya,
dan/atau fasilitas Komputer beserta Kelengkapannya, Alat
Tulis Kantor
B. | Kompetensi pelaksana | Dapat mengoperasikan
: komputer/aplikasi, ramah dan empati
9. | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi oleh Kepata Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlimdungan Anak
10. | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Muka

pengaduan, saran dan
masukan

2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
Kota Madiun Kode Pos 63131
3. Telepon (0351) 465611
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3,

3-

4. Fax (0351) 473737/(0351) 4472019
3. Website
hitp:/ fwww.dinsos madiunkota,go.id
6. Emal _
dinsospda. kotamadiundgigmail.com
11. | Jumlah pelaksana 4 (empat) orang
12. | Jaminan pelayanan Maklumat Pelayanan
13, | Jaminan keamanan dan | Tersedianya tenaga Keamanan, Appar,
keselamatan pelayanan | Sistern Keamanan Data
14. | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas
pelaksana Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
29. Jenis Pelayananan : llntul Sosial Air Bersih
No Komponen Uraian
1 2 3
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999  tentang  Penyvelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1990 entang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 ;
Undang-Undang Humnr 11 Tahun
2008 tentang  Informnasi  dan
Transaksi Elekwonik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 ; Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang  Keterbuksan  Informasi
Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Menten Peridayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan
Publik ;
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penvelenggaraan
Sistem Informasi Pelayan ;

10. Peraturan Menternn  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformas)
Birokrast Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Surve:
Kepuasan Masvarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik ;

11, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun

2017 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja untuk  Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

12, Keputusan Menteri Pendsyagunsan
Aparatur  Negara Nomor :
KEP/63/M.PAN/7 /2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggnraan
Pelayanan Publik ;

13, Peraturan Walikota Madiun Nomor 13
Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Sosial Awr
Bersih ;

14, Keputusan Walikota madiun Nomor ¢
460-401.104 /34 /2023 1entang

Penctapan Keluarga  Pencrima
Manfaat Bantuan Sosial Air bersih
Kota Madiun Tahun 2023 ;
2.  Persyaratan pelayanan 1. Keluarga penerima manfaat terdaftar
pada DTKS ;
2. Memiliki ID PDAM ;
_ 3, Surat pengantar dari Kelurahan ;
3 Smg?;‘rmckanlm dax keluarga mengajukan usulan/usulan
L langsung dari kelurahan
verifikasi
penetapan
4. | Jangka waktu | 1 (satu) bulan
penyelesaian
5. | Biaya/ tarif Tanpa dipungut biaya
6. | Produk lavanan Bantuan Sosial Air Bersih
7. | Sarana, prasarana, | Ruangan beserta Kelengkapannya,

dan/atau fasilitas

Komputer beserta Kelengkapannya, Alat
Tulis Kantor
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8. | Kompetensi pelaksana | Dapat mengnperasikan
komputer/aplikasi, ramah dan empati
9. | Pengawasan internal Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
10. | Penanganan 1. Pelayanan Tatap Mukn
pengaduan, saran dan | 2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
masukan Kota Madiun Kode Pos 83131
3. Telepon (0351) 465611
4. Fax [0351) 473737/(0351) 4472019
5. Website
hitp:/ /www dinsos. madiunkota.go.id
6. Email
dinsosp3a kotamadiun@gmail com
11, | Jumlah pelaksana 4 {empat) crang
12. | Jaminan pelayvanan Maklumat Pelavanan
13, | Jaminan keamanan dan | Tersedianya tenaga Keamanan, Appar,
keselamatan pelavanan | Sistem Keamanan Data
14, | Evaluasi kinerja | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas
pelaksana Sosial, Pemberdavaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

30 Jenis Pelayanan :Penanganan Bencana Alam dan Bencana

Sosial
No Komponen Uraian
1 2 3
1. | Dasar Hukum l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepousme |

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999  tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

3. Undang - undang Nomor 24 Tahun

2007 tentang  Penanggulangan

Benicana ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elekironik sebagaimana

telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 ,

5, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 rentang Pelayanan Publik ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan




10,

8 §

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelavanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 1entang Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Mentenn Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Rclormasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar
Pelayanan |

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014
tentang Pedoman Inovasi Pelayanan |
Publik ;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Informasi Pelayan ;
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman  Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit
FPenyelenggara Pelayanan Publik ;

13.

14,

15,

Peraturan Menteri Pmda@aguman
Aparatur Negara Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Penilaan
Kinerja untuk Penvelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor .
KEP/63/M PAN/7 /2003 rentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Peraturan Daersh Kota Madiun
Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 5 Tahun
2019 ;

Persyaratan pelayanan

Laporan kejadian bencana.

Sistem, meékanisme dan
prosedur

LAPORAN PENGADUAN

PENERIMA
PENGADUAN /POSKO

KEBENCANAAN
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[ TIM REAKSI CEPAT (TRC)

LOGISTIK

DOKUMENTAS| &
LAPORAN KADIN

4. |Jangka waktu | sampai dengan bencana selesai
| penyelesaian —
5. | Biava/arif B tanpa dipungut biaya —|
6.  Produk layanan | Penanganan Bencana Alam —
7. | Sarana, prasarana, | Posko Kebencanaan, Komputer begerta

dan/atn asilitas

Kelengkapannya, Alat Tulis Kantor,
Rendaraan TRC, Alat Komunikasi HT
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.
B.

Kompetensi pelaksana

Memiliki Kemampuan di  Dalam
Penanganan Kebencanaan dan dedikasi
yang tinggi

Pengawasan internal

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Bidang Sosial Penanganan Bencana dan
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

10.

Penanganan pengaduan,
saran dan masukan

1. Pelavanan Tatap Muka di ruang
Pengaduan

2. Alamat kantor Jalan Salak Nomor 51
Kota Madiun Kode Pos 63131

3. Telepon (0351) 465611, Faks (0351)

473737

4. WA / Tlp sesuai masalah :
Pengaduan Masalah Sosial
081333209332, _

. Pengaduan Masalah Rehabilitasi
Sosial 0856491 14650,

- Pe Masalah PP dan PA
082132812344

- PPID 08155149176

shttp: / /www.dinsos.madiunkota.go.i

d

Email

dinseypia koramadiunigmiil com
Lapor SP4AN

Instagram @dinsospppa_kotamadiun
1. Facebook

hitps:/ (wow facebook cotn/ dinas so
san ). 503

11,

Jomial pelakss

3 orang

121

Jaminan pelavanan

Maklumat Pelayanan

13,

Jaminan keamunan dan
keselamatan pelayanan

Tenaga Keamanan,
Keamanan Dats

Appar, Sistemn

14,

Evaluasi kinerja
e

Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala
Dinas Suaulil, Femherdn}'uln Perempuan




